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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian
sebagai berikut. Faktanya pemilik Bangunan Cagar Budaya Tjan Bian Thiong
boleh menggunakan Bangunan Cagar Budaya tersebut untuk dijadikan sebagai
hotel. Pemilik Bangunan Cagar Budaya dapat memanfaatkan bangunan
tersebut sebagai hotel dengan metode pengembangan dengan cara adaptasi,
untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, bukan dengan
merobohkan Bangunan Cagar Budaya yang sudah ada sebelumnya untuk
membangun hotel.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik bangunan seharusnya berkonsultasi kepada pihak terkait seperti
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Yogyakarta dan/atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebelum mendirikan sebuah hotel dengan
merobohkan bangunan terlebih Bangunan Cagar Budaya.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta seharusnya melakukan

koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah
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Istimewa Yogyakarta sebelum memberikan rekomendasi, dan dalam
memberikan rekomendasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 mengenai adaptasi dan juga tetap
memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar
Budaya Pasal 15 ayat (2), mengenai perlakuan sama dengan Cagar Budaya
apabila Warisan Budaya telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya
Daerah.

3. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menerbitkan 1zin Mendirikan
Bangunan yang berkaitan dengan Cagar Budaya seharusnya berkoordinasi
dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebelum
menerbitkan izin dan izin harus sesuai dengan rekomendasi dari Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
seyogyanya tetap menghormati Peraturan Daerah sebagai turunan dari
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dibuat
untuk melindungi Warisan Budaya yang terdapat dalam Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.
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Lampiran Gambar 1: Bangunan Tjan Bian Thiong sebelum Tahun 2013
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Lampiran Gambar 2: Bangunan Tjan Bian Thiong yang sudah rata dengan tanah.
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Lampiran Gambar 3: Hotel Amaris Malioboro yang dibangun di atas lahan bekas
Bangunan Warisan Budaya Tjan Bian Thiong
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